ABSTRAK

Setelah melakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Secara
kelembagaan Kabupten Malang : BPBD bertipe A, Kabupaten Kediri tipe B dan
baru berdiri sehingga belum dapat beroperasi dengan baik, Kabupaten Pasuruan
tipe B, Kabupaten Bojonegoro tipe B; (2) Kondisi regulasi menunjukkan keadaan
yang bermacam-macam. Ada daerah yang sudah lengkap perangkat regulasinya,
namun ada yang belum ada sama sekali; hal ini sangat mempengaruhi kinerja.;
(3) Terdapat sejumlah persoalan utama yang dihadapi oleh masing-masing
daerah; (4) selama ini persoalan tersebut diselesaikan dengan cara
mengoptimumkan sumberdaya yang ada.

Sejumlah rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan kinerja
penanggulangan bencana sebaga berikut : (1) Secara kelembagaan sebaiknya
BPBD di kabupaten/Kota manapun bertipe A agar memudahkan peran koordinasi
dan komando; (2) Kepala BPBD tidak perlu Sekretaris Daerah agar efektif dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi; (3) Kelengkapan regulasi perlu
diperhatikan, makin lengkap pranata regulasi makin member kontribusi positif
dalam meningkatkan kinerja penanggulangan bencana; (4) persoalan utama yang
dihadapi di daerah perlu mendapat perhatian dari Kepala Daerah untuk
menyelesaikannya.
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ABSTRACT

After analysis, it can be concluded that: 1) Institutionally Malang regency :
Regional Disaster Management Agency (BPBD) of type A, type B Kediri Regency and the
new stand so it can not operate properly, Pasuruan regency type B, Bojonegoro regency
type B; (2) regulatory conditions show varying circumstances. There are areas that are
already complete device regulations, but there are not any at all; this greatly affects the
performance; (3) There are a number of major issues faced by each region; (4) during
the matter be settled by way of optimizing existing resources.

A number of recommendations offered to improve the performance of
disaster as follows: (1) Institutionally should BPBDs in districts / municipalities of
any type A in order to facilitate the role of coordination and command; (2) The
head BPBDs not need Ex Officio Secretary of the Regions to be effective in
performing the duties and functions; (3) Completion of regulation need to be
considered, the more complete regulatory framework members increasingly
positive contribution in enhancing the performance of disaster; (4) The main
problems faced in the area needs attention from the Regional Head for the
finish.
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